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: TENTANG

PENGANGKATAN ATASAN LAN GSUNG BENDAHARA PEMILIHAN M KEPALA DAERAH

DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT N2011

KOMlSI PEMILTHAN UMUM PROVINSI SULAWESI

Menimbang a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan anggaran Pdmilihan Umum Kepala

Daerah dan wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan

mekanisme pelaksanaan anggaran, perlu ditunjuk pejabat yang diberi

kewenangan untuk metakuXan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaian anggaran yaitu Sekretaris KPU Prdvrlsi sebagai Atasan

LanIsung Bendahara Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat;

b. bahwa pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di alas, perlu

ditetapkan-dengan Keputusan Komisi Pemiiihan Umum Provinsi Sulawesi

Barat.

'1. Undang - Undar3 Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok

Kepegiwaian Sebbgaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389);

2. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (

Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran
l.Jegara Rl Nomor a286);

3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
( Lembaran Negara Rl Tahun .2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4355) ;

4. Undang . undang Nomor 26 Tahun 2004 tentangrPembentukan Provinsi
Sulawesi Barat ( Lernbaran Njegara Rl Tahun 2004 Nomor 105,

Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4422);

5. Undang '- undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4721); 

i

Mengingat

6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001
pemilihan Umum;

l

tentarlrg Pembentukan komisi

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN);

B. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 ten
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Pola Organisasi dan

,^

)

9. Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
han Belanja Pemilihao UffrUm Kepala

Menteri Dalam Negeri Nomor 57
n atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

n Pengelolahan Belanja Pemili
P
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Memperhatikan

MenetaPkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Badan
Z.Kepala Badan
3.Sekretaris Jenderal
4.Gubemur Sulawesi Barat

'

sdr.Drs.H.AsirMangopo,MMNip.196305011992031015
Pembina Utama Mudi Jabatan Sekretaris KPU flrovinsi
Barat sebbgai Atasan Lahgsung Bendahara Peniilukada

ProvinsisulawesiBaratTahun 2011; .l ' ---
Bahwa;dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam iabatan tPrsebut

Of"t JOetp*loman pada uraiantugas seL'agai berlkut

1 Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran; :

2 Menandatangurii-'il.rd perianiiarinoiilaX pengadaan barang dan

j"Jainguniinar ketiga; -!L-.- ,-^4:--3 irtelafufin iengu;ian- atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan

ketentuan Peru;rdangan'undangan;
4 fVfefafufari p"rn"i*Ji"o ia. bindahara Belanja Hib-ah Pemitui Kepata

Daerah oan waiii--riepita oaeran; i

5 nt *. rrogrril B;;Eh.* Femiru Kepala Qae.rah dan W-akil,f"P-Lq- 
OJerafr piovinEi- butbar bertanggunliawab kepada Ketua KPU

Provinsi Sulawesi Barat.

segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini

diblbankan pada Angg",6n Pemilukarla Provinsi Sulawesi Barat Tahun

Sulbar tanggal 13 APril 2010.

KAN

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan

perbaikan sePerlunYa.^\
Ditetapkan di : Mamuju

eaOa tanqoal :04 Aeri! 29+

KETUA,

V

1 diJakarta;
dan Pembangunan di Jakarta;

Umum diJakarta;

Barat diMamuju
Negana Mamuju di Marnuju;

I

dan dilaksanakan

Feraturan Menteri l'.euangan
Pedoman FembaYaran dalam
Belanja Negam;

I,,iomor 134lPMk.06/2005
Pelaksanaan Anggaran

Komisi Pernilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008

Komisl Pemllihan Unnum Nomor 06

Organisasi dan Tata Keria Sekretariat Jenderal

Sekretanat Komisi Pemilihan Umum

Pemilihan Umunl Kabupaten/l(ota;

Jendercl Perbendaharaan Nomor
Petaksanaan Petnbayamn atas Beban

Negara;

dan

dan
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